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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas memberi 
layanan kepada masyarakat dengan baik. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan, 
diperlukan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik pula. Untuk 
mengetahui hasil pelaksanaan tugas tersebut, dilakukan penilaian kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara rutin yaitu setiap tahun melalui 
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Penetapan Peringkat dan 
Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  
Penelitian-penelitian tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 
telah dilakukan dengan menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti opini 
audit dan tingkat korupsi (Heriningsih 2015) dan jumlah, jenjang, serta kapasitas 
auditor internal pemerintah (Kusumaningrum and Sutaryo 2015). Penelitian tentang 
e-government juga telah dilakukan misalnya studi kasus tentang kesuksesan 
penerapan e-government di Terong, Bantul, Yogyakarta (Dewi 2011), studi 
pemeringkatan e-government di Kota Makassar (Tasmil 2013), dan evaluasi 
implementasi e-government untuk pelayanan publik di Pemerintah Kota Semarang 
(Mustafid and Sugiharto 2014).  
Penelitian ini mengembangkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
dengan menguji hasil pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) terhadap 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. PeGI merupakan 
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kegiatan pemerintah yang relatif baru yang hasilnya dipublikasi/tersedia melalui 
website mulai tahun 2012 oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal 
Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia (KEMKOMINFO RI). Hasil pemeringkatan e-government Indonesia 
tersebut dipublikasi melalui website http://pegi.layanan.go.id/tabel-hasil-pegi-4. 
 
2.1 Perumusan Masalah          
Masalah penelitian ini adalah bahwa sebagian pemerintah daerah 
mempunyai skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termasuk 
status atau kategori rendah atau sedang (belum mencapai kategori tinggi atau sangat 
tinggi). Secara keseluruhan skor kinerja berkisar dari 0 sampai dengan 4. Skor 
dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu sangat tinggi (skor 3 sampai dengan 4), 
tinggi (skor 2 sampai dengan kurang dari 3), sedang (skor 1 sampai dengan kurang 
dari 2), dan rendah (skor kurang dari 1). Penelitian yang berkaitan dengan PeGI dan 
kinerja telah dilakukan antara lain, Heriningsih (2015) yang menemukan bahwa 
Opini dan Tingkat Korupsi tidak berpengaruh terhadap Kinerja, dan 
Kusumaningrum dan Sutaryo (2015) yang menemukan bahwa jumlah ukuran 
internal auditor yang tinggi dan jenjang internal auditor berpengaruh positif 
terhadap Kinerja sedangkan kapasitas inspektorat daerah tidak berpengaruh. Di 
samping itu, Yusuf (2016) mendapatkan bukti empiris bahwa rasio derajat 
desentralisasi, tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD dan ukuran pemerintah daerah 
berpengaruh terhadap implementasi e-government sedangkan rasio ketergantungan 
daerah dan efektivitas PAD tidak berpengaruh. Penelitian-penelitian tersebut tidak 
